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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Secara yuridis, kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termuat dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu. Pembuatan akta tanah tersebut sebagai bukti bahwa telah dilakukan tindakan hukum tertentu mengenai hak atas tanah sebagai dasar untuk perubahan data pendaftaran tanah, namun dalam praktiknya Pejabat Pembuat Akta Tanah menjalankan “proses jasa kuasa” yang terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 menemukan fakta di lapangan bahwa pelayanan pertanahan bagi masyarakat masih terkesan rumit sehingga sebagian besar masyarakat memilih menggunakan jasa kuasa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bagaimana kewenangan PPAT berkaitan dengan jasa kuasa untuk melanjutkan proses peralihan Hak Atas Tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum, serta bagaimana akibat hukum PPAT berkaitan dengan jasa kuasa untuk melanjutkan proses peralihan Hak Atas Tanah.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris, dengan menekankan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer, dan didukung dengan studi pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh dalam tesis ini berdasarkan data lapangan yang dilakukan Peneliti di Kantor Pertanahan Tasikmalaya dan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Hasil penelitian tesis ini yaitu (1) PPAT diberikan kewenangan untuk melakukan pembuatan akta tanah (Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ) dan membantu pemohon dalam proses peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 103 Angka 6 PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kendati tidak melanggar UU Tindak Pidana Korupsi namun kenyataannya ada biaya tambahan di luar dari PNBP yang sebaiknya itu tidak bisa terjadi, maka seharusnya birokrasi maupun administrasi di Kantor Pertanahan harus dipermudah dan dilaksanakan dengan sistem yang transparan. (2) Akibat hukum yang ditimbulkan PPAT dalam membantu pemohon dalam melanjutkan proses peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan yaitu PPAT dapat menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukannya karena telah mengurus jasa kuasa dari pemohon. 
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ABSTRACT


THE AUTHORITY OF THE LAND DEED MAKER OFFICIALS IN RELATION TO POWER OF ATTORNEY SERVICE FOR THE TRANSFER OF LAND RIGHTS IS LINKED TO PRINCIPLE OF CERTAINTY
By
ANANDA RESTU SUHERMAN
208100022
Magister of Notary 

Juridically the authority of the Land Deed Maker Officials is contained in Article 1 number 24 of Government Regulation Number 24 of 1997 which states that the Land Deed Maker is a public officer given the authority to make a certain deed. The creation of the land deed as evidence that certain legal action has been taken regarding the right of the land as a basis for the change of land registration data, but in practice the Land Deed Maker Officials performs “power of attorney services process” related to the deed made. The Corruption Eradication Commision in 2022 found the facts on the ground that the service of land to the community is still complex that most people choose to use the services of power by Land Deed Maker Officials. Related to the matter, then how the authority of the Land Deed Maker Officials relates to the authority to continue the process of transition of Land Rights is related to the basis of legal certainty, as well as how the legal consequences of the Land Deed Maker Officials relates with the authority to proceed the process of transitioning of Land Rights.
The approach method used in this research is a type of juridical-empirical research, with emphasis on field research to obtain primary data, and supported by library studies. Specifications of this research is an analytical descriptive. Data obtained in this thesis is based on field data conducted by Researchers at Tasikmalaya Land Office and library studies analyzed in a qualitative descriptive manner.
As a result of this thesis researchs are (1) The Land Deed Maker Officials is given the authority to make the land deed and help the applicants / power giver in the process of transferring the rights to the land under Article 103 Number 6 Regulation of the Minister of State for Agrarian / Head of the National Landing Agency Number 3 of 1997 on the Implementation Provisions of Government Regulation Number 24 Years 1997 on Land Registration, despite it does not violate the Criminal Corruption Act but in fact there is additional cost outside of PNBP (Indonesia's Non-Tax State Revenue) which should not happen, therefore bureaucracy and administration in the Land Office should be simplified and implemented with a transparent system. (2) Due to the law raised by the Land Deed Maker Officials in helping the applicant / authorizer in continuing the process of transferring the land rights to the Land Office is the Land Deed Maker Officials can receive rewards for the work done by taking care of the authority of the Applicant. 
Keywords: Authority, Power Service, Foundation of Certainty
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